
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1 dari 6 Halaman. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Sgr. 

 

P E N E T A P A N 

Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Sgr. 

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA SINGARAJA 

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan 

Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara: 

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Yogyakarta, 14 Januari 

1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan tamat 

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta 

Kuliner, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, 

berdomisili elektronik di EmailPenggugat@gmail.com untuk 

selanjutnya disebut Penggugat; 

Melawan 

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Lampung, 27 Agustus 1972, 

umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, 

pekerjaan Tour Guide, tempat kediaman di Kabupaten 

Buleleng, untuk selanjutnya disebut Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah mempelajari berkas perkara;  

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di muka persidangan; 

 

 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2024, 

yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court pada tanggal 17 

Januari 2024 dalam register perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Sgr, telah 

mengajukan dalil-dalil sebagai berikut: 

1. Bahwa pada, hari Senin, tanggal 03 Oktober 2022 telah dilangsungkan 

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 2 dari 6 Halaman. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Sgr. 

 

hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan 

tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Kasihan, Kabupaten Bantul, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta 

Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 03 Oktober 2022 dengan status 

Janda dan Duda; 

2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan tercatat di KUA Penggugat dan 

Tergugat telah menikah siri pada tahun 2016. Dimana dari pernmikahan 

tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama 

Anak Penggugat & Tergugat, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 

02 Mei 2018 (umur 6 tahun). 

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan 

berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt; 

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah 

kediaman bersama, di Kabupaten Buleleng selama kurang lebih 2 Tahun; 

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk 

didamaikan sejak Bulan Agustus 2022; 

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut 

adalah karena Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat dibanding 

Penggugat; 

7. Bahwa  jika terjadi Pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat 

kerap melontarkan kata-kata kasar seperti memaki kepada Penggugat serta 

beberapa kali melakukan kekerasan fisik pada Tergugat; 

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, 

Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat untuk 

mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun 

Penggugat dan Tergugat tetap memutuskan untuk berpisah; 

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk 

mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak memiliki kecocokan dan sering berselisih yang 

dimana Tergugat dan Penggugat sering bertengkar karena perbedaan 
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pendapat telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum 

Islam, maka berdasar hukum untuk menyatakan surat gugatan cerai ini 

diajukan dan dikabulkan; 

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa 

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan 

lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengalami kecocokan, 

sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai; 

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini; 

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat 

memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim untuk 

memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar dapat menentukan hari 

persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa 

dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: 

PRIMER 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap 

Penggugat (Penggugat); 

3. Membebankan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; 

SUBSIDER: 

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil 

adilnya (ex aequo et bono); 

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, 

Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak 

datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau 

wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang 

relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadirannya tersebut 

tidak beralasan hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat; 

Bahwa Penggugat secara lisan di persidangan menyampaikan 

bermaksud mencabut perkara ini; 
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Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal 

sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat yang 

termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf 

a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 

2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini 

merupakan cerai gugat yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan 

hukum Islam serta Penggugat juga bertempat tinggal di wilayah Kabupaten 

Buleleng, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, yang dalam 

hal ini Pengadilan Agama Singaraja; 

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan menyatakan ingin mencabut 

gugatannya di dalam persidangan. Adapun pencabutan tersebut dilakukan 

sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka dengan didasarkan 

kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa 

pencabutan tersebut patut dikabulkan; 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, 

maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

hukum syar'i  yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N E T A P K A N 

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor  

23/Pdt.G/2024/PA.Sgr. dari Penggugat; 
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2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara 

tersebut dalam register perkara; 

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);  

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Singaraja pada Rabu, 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan 

tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. 

sebagai Ketua Majelis, Mazidah Qayyimah, S.H. dan Muhammad Taufiqullatif, 

S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada 

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis 

beserta Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Iva Kurniyatin Nuroini, 

S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya 

Tergugat. 

Ketua Majelis, 
  
  
  

Dr. Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. 
 

Hakim Anggota, Hakim Anggota, 
  
  
  

Mazidah Qayyimah, S.H. Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H. 
  

Panitera Pengganti, 
  
  
  

Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I. 
 

 

 

 

Perincian biaya perkara: 

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00 

-  Biaya proses : Rp 50.000,00 
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-  Panggilan : Rp 16.000,00 

-  PNBP : Rp 30.000,00 

-  Redaksi : Rp 10.000,00 

-  Meterai : Rp 10.000,00 

J u m l a h : Rp 146.000,00 

(seratus empat puluh enam ribu rupiah) 
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